
BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan [)aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Penge101aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana te1ah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pe1aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penye1enggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 



3 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana te1ah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351). 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan . Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Penge101aan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Penge101aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
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28. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 123 Tahun 2018; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
menurut Daerah Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 
2019; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2004 Nomor 45/E, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15 I A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 121 A); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7 IE); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 
8/D, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 
Nomor 11/D); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2018 Nomor 151 A); 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2017 Nomor 6/E); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 
2/ A); 

MEMUTUSKAN: 

:PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN 
ANGGARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
2018. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan 

yang sah 
Jumlah pendapatan 

2. Belanja 

3. 

a. Belanja Tidak langsung 
1) Be1anja Pegawai 
2) Belanja Hibah 
3) Belanja Bantuan So sial 
4) Belanja Bant. Keuangan 
Jumlah BTL 

b. Belanja Langsung 
1) Be1anja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Be1anja Modal 
Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

Pasal2 

Rp. 438.197.175.438,60 
Rp. 1.559.258.761.514,00 

Rp. 515.330.692.893.00 
Rp 2.512.786.629.845,60 

Rp. 900.371.460.652,00 
Rp. 96.667.259.248,00 
Rp. 4.787.000.000,00 
Rp. 416.491.136.474.00 
Rp 1.418.316.856.374,00 

Rp. 96.848.698.625,00 
Rp. 545.227.877.362,07 
Rp. 293.715.521.337.31 
Rp 935.792.097.324,38 
Rp2.354.108.953.698,38 
Rp. 158.677.676.147,22 

Rp. 344.224.183.209,09 
Rp. 871.971.591,00 

Rp. 343.373.366.518,09 

Rp. 502.051.042.665,31 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 
Realisasi Anggaran yang tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 2 J uli 20 19 
BUPATI JOMBANG, 

~fu--....5lc I W 

Diundangkan di Jombang 
pada tanggal 2 Juli 20 19 
SEKRETARIS AERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 30/A 
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